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Dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab Pemerintah 
tentang Keuangan Negara, BPK RI dibantu oleh pelaksana BPK RI yang terdiri dari 
satu Sekretariat Jenderal, satu Inspektorat Utama, dua Direktorat Utama, tujuh Audito-
rat Utama Keuangan Negara, lima Staf Ahli, dan Perwakilan BPK yang dibagi menjadi 
dua wilayah, yaitu wilayah Barat dan wilayah Timur. Perwakilan tersebut berada di 33 
Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan Perwakilan BPK di seluruh Provinsi 
ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam UUD 1945 yaitu Pasal 23 G ayat (1) UUD 
1945 dinyatakan BPK RI berkedudukan di ibu kota Negara, dan memiliki perwakilan di 
setiap provinsi. 

Kedudukan BPK RI dalam Pasal 23 E UUD 1945 ditetapkan bahwa untuk meme-
riksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa 
Keuangan yang bebas dan mandiri.

Untuk mengawal tugas tersebut BPK RI menetapkan nilai-nilai dasar BPK RI yaitu 
Independensi, Integritas dan Profesionalisme. Nilai-nilai dasar tersebut di dukung dengan 
Kode Etik yang harus dipatuhi setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan 
tugas. BPK mempunyai Sasaran Strategis Renstra 2011 -2015 Rencana Kerja Tahunan. 
Dalam rencana kerja tersebut salah satu point yang diatur adalah masalah SDM terkait 
Peningkatan Mutu Pengelolaan SDM. 

SDM sebagai pilar pelaksana tugas Badan saat ini dimungkinkan untuk mendapat-
kan semua kesempatan. Baik kesempatan promosi atau kesempatan mutasi untuk men-
jalankan roda BPK secara keseluruhan. SDM mau tidak mau harus siap untuk ikut dalam 
roda tersebut. Semoga. (mt)
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DARI REDAKSI

Di bulan Juni ini, BPK RI Per-
wakilan Provinsi Sumatera 

Utara (Sumut) mendapat kunjungan 
kerja dari Sekjen BPK RI Dharma 
Bhakti. Dalam kunjungannya terse-
but, Sekjen berkesempatan memberi-
kan pengarahan kepada para pegawai 
BPK RI di lingkung-an Perwakilan 
Provinsi Sumut. Kegiatan tersebut ber-
langsung di ruang Auditorium pada 
tanggal 28 Juni 2010 dengan dihadiri 
seluruh pejabat struktural dan pega-
wai BPK RI Perwakilan Sumut. Ke-
pala Perwakilan BPK RI Provinsi 
Sumut Oodj Huziat bertindak sebagai 
moderator pada kesempatan tersebut.

Selain membahas masalah persoa-
lan yang terjadi di BPK RI Perwakilan 
Jawa Barat, Sekjen juga membahas ten-

tang pelaksanaan mutasi dan promosi 
yang akan berlangsung dalam waktu 
dekat ini. Untuk pembahasan lebih 
dalam tentang mutasi dan promosi ini, 
Sekjen memberikan kesempatan ke-
pada Kepala Biro Sumber Daya Ma-
nusia (Kabiro SDM) Fachry Alusy 
yang turut hadir mendampingi beliau.

Kabiro SDM dalam pemaparan-
nya menjelaskan tentang Rencana 
Kerja Tahunan 2011 BPK RI terkait 
deng-an SDM. Mantan Kepala Per-
wakilan Provinsi Bali ini menjelaskan 
bahwa dalam Sasaran Stategis Renstra 
2011-2015 masalah SDM termasuk    
........................................(bersambung ke hal.2)

Pengarahan Sekjen BPK RI dan Pemaparan
Rencana Kerja Tahunan terkait SDM

 

MANAGEMEN SDM

Hasil akhir dari kegiatan 
Pemeriksaan yang dilaku-

kan oleh Badan Pemeriksa Keuang-
an Republik Indonesia (BPK RI) 
adalah Laporan Hasil Pemeriksaa 
(LHP). Pada kantor perwakilan, LHP 
akan diserahkan kepada Walikota/
Bupati dan DPRD. Tata cara penye-
rahanan LHP sendiri disesuaikan dengan
Undang-Undang No.15 tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK RI sebelumnya pada tahun 

2006 telah membuat Kesepak-
atan Bersama (KB) dengan 
DPRD sebagai salah satu pe-
nerima LHP BPK RI. Melihat 
berbagai perkembangan yang 
terjadi serta hadirnya kabupaten 
baru hasil pemekaran daerah, 
membuat BPK RI merasa perlu 
melakukan perubahan atas KB 
tersebut untuk Kabupaten/
Kota yang sebelumnya telah 
menjalin kerjasama dengan 
BPK RI. Sedangkan untuk Ka-
bupaten/Kota hasil pemekaran, 

BPK RI akan merasa perlu menjalin 
kerjasama dengan membuat KB baru.

Sebagai salah satu tindak lanjut 
dari kegiatan pembuatan kesepakatan 
bersama BPK RI dengan DPRD, BPK 
RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Ra-
kor) BPK RI Pewarkilan Provinsi Sumut
dengan Sekretaris DPRD se-Sumatera 
Utara. Kegiatan yang dilaksanakan pada
24 Juni 2010 tersebut diadakan di 
Auditorium BPK RI Perwakilan 

Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan yang dimu-

lai pada pukul 09.00 WIB 
tersebut dibuka oleh Ke-
pala Perwakilan Provinsi 
Sumatera Utara Oodj 
Huziat. Hadir sebagai 
pembicara adalah Kepala 
Sekretaris Perwakilan 
Eri Nugroho. Pem-

bicara menjelaskan isi draft Ke-
sepakatan Bersama tersebut secara 
menyeluruh meliputi pasal-pa-
sal yang tercantum didalamnya. 

Pada akhir acara, dilakukan penyera-
han draft Kesepakatan Bersama BPK RI 
– DPRD untuk dilakukan dipelajari oleh 
DPRD dimana selanjutnya pihak BPK 
RI akan menerima masukan dari pihak 
DPRD tentang draft tersebut. Draft Ke-
sepakatan tersebut diserahkan langsung 
oleh Kepala Perwakilan Provinsi Su-
matera Utara kepada masing-masing 
Sekretaris DPRD se-Sumatera Utara. 

Sehubungan dengan rangkaian 
kegiatan tersebut, dijadwalkan pada 
bulan Juli akan diadakan pembahasan 
draft Kesepakatan tersebut yang akan 
melibatkan pimpinan DPRD deng-
an BPK RI didampingi oleh Ditama 
Binbangkum BPK RI. Diharapkan 
semua jadwal dapat berjalan sesuai 
rencana sehingga pada bulan Agus-
tus 2010 bisa dilaksanakan penanda-
tanganan KB oleh pimpinan BPK 
RI dan pimpinan DPRD. [Arra]

 

  

Rapat Koordinasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut
dengan Sekretaris DPRD se-Sumatera Utara



Pada tahun 2006, Pemerintah Daerah yang menjadi 
entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 
adalah sebanyak  27 (dua puluh tujuh) daerah, meli-
puti 19 (sembilan belas) Pemerintah Kabupaten, 7 (tu-
juh) Pemerintah Kota, dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi.

Sedangkan pada tahun 2009, Pemerintah Daerah yang 
menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi  Sumatera 
Utara adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) daerah, me-
liputi 25 (dua puluh lima) Pemerintah Kabupaten , 8 (dela-
pan) Pemerintah Kota, dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi.
Sumber : Daftar Cakupan Entittas yang Diperiksa, data Sekretariat 

Kepala Perwakilan

 

Juli 1995
Para pegawai BPK Perwakilan I di Medan sedang 
mengikuti kegiatan gerak jalan dalam rangkaian 

Pekan Olah Raga Pegawai BPK RI 

Berbekal kesadaran akan menyajikan bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pegawai, per-
pustakaan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mendatangkan buku-buku baru sebagai koleksinya. 

Pengelola pepustakaan menyadari pula bahwa buku yang dibutuhkan pegawai bukan hanya buku yang berhubungan dengan 
masalah akuntasi atau auditing, tapi juga buku-buku popular, bacaan ringan, maupun buku referensi bidang keilmuan yang lain.

Hasilnya, buku-buku populer seperti, “Bukan Testimoni Susno” karangan Izharry Agusjaya M, “Koruptor Go To Hell” 
karya Bibit. S.Rianto, dan “Understanding Islamic Finance” karya Muhammad Ayub hadir sebagai koleksi baru. Buku-buku 
tersebut hadir bersama dengan buku-buku best seller yang juga dihadirkan seperti, “The Cash Flow Quadrant” karya Robert.
T.Kiyosaki, “Dahsyatnya Do’a Di Tengah Malam” karya Ustadz Syamsudin Noor, dan “Last Emperor” karya Paul Kramer.

Pengelola perpustakaan tentunya tidak melupakan kebutuhan pegawai yang kuliah sambil bekerja, buku-buku refe-
rensi perkuliahan tidak luput dari perhatian. Diantara buku-buku referensi perkuliahan yaitu “Manajemen Operasion-
al”, “Perilaku Organisasi”, “Manajemen Strategis”, dan “Risk Management dan Insurance”. Buku-buku terse-
but diharapkan dapat membantu para pegawai yang sedang mengambil perkuliahan terutama pada jurusan manajemen.

Selain menghadirkan buku-buku baru yang berkualitas, pengelola tidak melupakan pelayanan kepada para pegawai 
sebagai anggota perpustakaan. Pengelola perpustakaan yang berada di lantai 4 tersebut meluncurkan kartu anggota per-
pustakaan dengan desain eksklusif. Kartu anggota tersebut terbuat dari bahan sejenis dengan kartu ATM dilengkapi dengan 
nama anggota dan NIP yang dicetak timbul sehingga berkesan 
elegan. Kartu anggota tersebut merupakan bagian dari rencana 
jangka panjang perpustakaan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi 
Sumut  menuju perpustakaan modern berstandar nasional.

Didukung dengan koleksi terdahulu yang jumlahnya lumayan 
banyak serta ruang baca yang nyaman, diharapkan para pegawai 
dapat menjadikan perpustakaan sebagai tujuan utama sebagai tem-
pat memperbaharui pengetahuannya. Sebagai bentuk pelayanan tam-
bahan, para pegawai dapat mengusulkan bahan bacaan yang dirasa 
perlu untuk dijadikan koleksi di perpustakaan. Usulan tersebut akan 
menjadi bahan pertimbangan dalam pengadaan buku perpustakaan 
pada periode selanjutnya. Jadi, Ayo ke Perpustakaan ! (Arra)

Susno Duadji Hadir di Perpustakaan Pegawai
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Balen artinya minta

Rol artinya penggarisan,  mistar

Semak artinya kumuh, berantakan, kacau

Tumbuk artinya pukul (contoh ; kutumbuk kao = 
kupukul kamu)

Sumber : www.kamus-medan.blogspot.com

A N A K   M E D A N

Drs. Tri Hargono
Kepala Perwakilan

Wilayah IV
di Medan

1983 - 1985

 

didalamnya, yaitu pada point 
(13) Peningkatan Mutu Pengelo-
laan SDM, dan point (18) Pening-
katan Kompetensi Pegawai BPK.

Sebagai penjabaran dari permasala-
han SDM yang tercantum dalam Sasaran 

Strategis 
Re n s t r a 
2 0 1 1 -
2 0 1 5 
tersebut, 
maka di-
susunlah 
Rencana 
K e r j a
T a h u -
nan 2011 
yang di-
antaranya 

berisi tentang Model 
Kompetensi dan
Assessment, Pela-
tihan dan Pengem-
bangan, Manajemen 
Kinerja, Manaje-
men Karir, serta
Remunerasi.

Kabiro SDM menjelaskan lebih lan-
jut bahwa Manajemen Kinerja berlaku 
untuk pemeriksa tahun 2011 dimana se-
lanjutnya secara bertahap diberlakukan 
untuk penunjang dan pendukung.  Se-
dangkan untuk assessment, pelaksanaan 
assessment berguna untuk mendukung 
promosi dan jabatan fungsional pemerik-
sa. Sementara untuk masalah Manajemen 
Karir yang banyak mendapat perhatian 
para pegawai, BPK RI menjadwalkan mu-
tasi non eselon segera bergulir dimulai bu-
lan Agustus 2010. Selain itu terhadap ma-

salah Remunerasi, BPK RI merencanakan 
kenaikan grade dan tarif  remunerasi serta
pemberian asuransi jiwa kepada
pemeriksa.

Guna lebih memperjelas pemaparan 
tersebut, para peserta acara diberi ke-
sempatan mengajukan pertanyaan sepu-
tar pemaparan dan pengarahan yang 
telah diberikan. Kesempatan tersebut 
disambut dengan antusias oleh para pega-
wai dengan mengajukan berbagai per-
tanyaan kepada para pembicara. (Arra)

 ........sambungan Pengarahan Sekjen

14 Juni 2010
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

menerima kunjungan kerja dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

23 Juni 2010
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

menerima kunjungan kerja dari
Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia

(DPD RI)
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